bertempat

tinggal . [ Hari , sekarang

tidak diketahui tempat tinggalnya, baik di
dalam  maupun  di luar wilayah Republik
Indonesia (ghoib), selanjutnya disebut

sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, keterangan saksi- saksi
serta memeriksa bukti tertulis yang dikemukakan di

persidangan;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Direktori Putusan Mak

putusan.mahkamahagu "

nikah;

3. Bahwa, setelah pernike . Penggugat dan Tergugat
tinggal di kabupaten Batang Hari selama kurang lebih 6
bulan, kemudian pindah mengontrak rumah tidak jauh dari
rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun 2 bulan dan
terakhir bertempat tinggal di kabupaten Batang Hari;

4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat
telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan
telah dikaruniai anak 2 orang yang masing- masing bernama:

1. Anak |, lahir tanggal 14 Desember 2000;

2. Anak II, lahir tanggal 1 Januari 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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tuanya

d. Orang tua " Te ‘ ampur dalam rumah

tangga, seperti apabila erj adi pertengkaran antara
Penggugat dan Tergugat, orang tua  Tergugat mal ah
menyuruh Tergugat menceraikan Penggugat, bukan

mendamaikan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga;

6. Bahwa, kurang lebih sejak bulan Agustus 2010, berturut-
turut  hingga sekarang sudah kurang lebih empat bulan
lamanya, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin
Penggugat, disebabkan satu minggu  sebelum  kejadian,
Tergugat tidak ada memberi uang untuk belanja, sedangkan

Tergugat makan dan minum terus dirumah, kemudian waktu

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Penggugat

mohon kepada Ketua Pengadilan Aama Muara Bulian cq. Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya
memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat
( PENGGUGAT) dengan Tergugat ( TERGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan
peraturan yang berlaku;
Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Maelis Hakim yang

memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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gugatan
surat
gugatannya;

Menimbang, tersebut,
Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak
pernah hadir di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil

gugatannya, Penggugat telah  mengajukan  bukti- bukti
tertulis berupa:
Foto copy Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama XXXXX :
XXXIXXIXXXX tanggal 24 Oktober 1999 yang telah dinazegelend
dan telah di cocokan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti
P);

Menimbang, bahwa selain mengajukan  bukti tertulis,

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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- Bahwa, saksi tidak melihat / mendengar sendiri Penggugat

dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui percekcokan
tersebut karena jika saksi akan pergi ke pasar saksi
melewati rumah Penggugat dan Tergugat dan saksi melihat
Penggugat sedang menangis kemudian Penggugat mengatakan
bahwa Penggugat dan Tergugat habis bertengkar;

- Bahwa, saksi melihat hal tersebut beberapa kali;

- Bahwa, kemudian  Tergugat pergi meninggal kan rumah

bersama hingga kini kurang lebih 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

istri

- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal

yang

di

rumah orang tua Penggugat kemudian di rumah kontrakan

dan terakhir tinggal di rumah bersama di Kabupaten

Batang Hari;

- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat

rukun namun kemudian sering terjadi percekcokan

disebabkan masalah ekonomi, wuang dan kadang Pengg

dipukul oleh Tergugat;

ugat

- Bahwa, saksi tidak melihat / mendengar sendiri Penggugat

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan,

oleh

karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan

Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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saksi- saksi i e aenyérahkan  uang
iwadh  sebesar rupiah) dan
menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, serta pada
kesimpulannya secara lisan Penggugat mohon kepada Majelis
Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat wuraian putusan ini,
maka segal a sesuatu yang terjadi dalam persidangan
sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan merupakan

bagian yang tak terpisahkan dan dianggap termuat dalam

putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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1975,

menyuruh yang sah

untuk hadir yang sah,

maka Tergugat dan sesuai

ketentuan pasal 149 ayat " (1) bg. Jo. Pasal 27 ayat (4)
Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 gugatan Penggugat
diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat
(verstek);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan
(4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim
telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar
bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi
Informast pengadiian (SK. 1a4) Dokumen ini  buken merupakan salinan otentik darl patusan pengadian. oleh

karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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mendal i | kan
bahwa rumah karena sering
terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan:

a. Tergugat tidak jujur dalam hal penghasilannya dan tidak
mencukupi memberi nafkah;

b. Tergugat sering memukul Penggugat apabila terjadi
pertengkaran dan juga sering mengatakan kata- kata cerai
terhadap Penggugat;

c. Tergugat selalu banyak membantu orang tuanya dibanding
Penggugat sebagai isterinya;

d. Orang tua Tergugat sering ikut campur dalam rumah

tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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dalil - At yat B KaFens k 1 Iya namun

tidak meskipun
gugatan tercantum
dalam pasal

Menimbang, bahwa untukK mengatkan dalil- dalil gugatannya

Penggugat kemudian mengajukan saksi- saksi yang bernama Saksi
I dan Saksi Il yang dibawah sumpah pada pokoknya memberikan
keterangan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat
serta tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang telah
kurang lebih 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang
tidak dibantah oleh Tergugat dan alat- alat bukti tersebut di
atas, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut  bahwa
Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang
Informast pengadiian (SK. 1a4) Dokumen ini  buken merupakan salinan otentik darl patusan pengadian. oleh

karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

perlakuan
Tergugat tersebut 2 : “.tidak ridha lalu
Penggugat membayar iwadh sésuai engan ketentuan yang berlaku
yaitu sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan
demikian syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu
perbuatan yang sedapat mungkin dihindari, namun apabila
tujuan perkawinan sudah tidak dapat terwujud, maka
mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut
di atas justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua
belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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yang tetap yang wilayah

dan Tergugat
serta di wilayah tempat perkawinn dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang- Undang No. 50
Tahun 2009 Tentang Peradil an Agama, biaya perkara
dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat pasal- pasal peraturan perundang- undangan yang

berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Disclaimer

. Membebankan kepada

yang telah

RUatan hukunl tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah  Kantor  Urusan
Agama  Kabupaten Batang Hari untuk
dicatat dalam daftar yang disediakan
untuk itu;
Penggugat untuk
membayar biaya perkara ini yang hingga
kini dihitung sebesar Rp. 286.000,-
delapan  puluh enam ribu

(Dua ratus

rupiah);

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)
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2. ANDI MIA AHMAD ZAKY, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

WIDARLI, S.Ag.

Perincian biaya

Sesuai dengan Pasal 33 SK Ketua Mahkamah Agung RI nomor 144 SK/KMA/VII/2007 mengenai Keterbukaan
Informasi Pengadilan (SK 144) Dokumen ini bukan merupakan salinan otentik dari putusan pengadilan, oleh
karenanya tidak dapat sebagai alat bukti atau dasar untuk melakukan suatu upaya hukum.Sesuai dengan
Pasal 24 SK 144, salinan otentik silakan hubungi kami

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 15
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Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 16



